
 

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU 

PELANGGARAN OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU 

PERJANJIAN KERJA DARI SKPD PROVINSI 

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan 

masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan penataan pelayanan di 

antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung 

akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat jika terjadi dugaan 

pelanggaran.  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam hal 

memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 

kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang 

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.  

  

Tata cara menyampaikan pengaduan :  

Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan 

oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja 

dari badan publik yang bersangkutan  dapat dilakukan dengan :  

A. Secara Lisan :  

1. Melalui telepon (022) 2031044 - 2031405 yakni pada saat jam kerja (Senin 

s.d Kamis: 08.00-15.00 istirahat: 12.00-13.00 dan Jumat: 08.00-15.00 

istirahat: 11.00-13.00);  

2. Datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Provinsi Jawa Barat.  



B. Secara tertulis dengan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada 

pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Provinsi Jawa Barat dengan cara:  

1. Diantar langsung pada saat jam kerja;  

2. Dikirim melalui faksimili melalui nomor (022) 2031405;  

3. Dikirim melalui e-mail: dukcapil@jabarprov.go.id ;  

4. atau melalui Pos ke alamat Jl. Ciumbuleuit No.2, Cipaganti, Kecamatan 

Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132  

C. Gratifikasi mencakup berbagai bentuk pemberian, tidak hanya uang, tetapi juga 

barang, diskon, komisi, dan fasilitas lainnya Pengaduan Gratifikasi: Email 

dukcapil@jabarprov.go.id . 

D. Whistleblowing system (WBS) menyediakan saluran khusus, baik secara online 

maupun offline, untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Pelapor dapat 

menyampaikan informasi secara anonim untuk melindungi identitas mereka, 

laporan pengaduan lingkup Internal instansi. Pengaduan WBS: 

https://s.id/WBSDUKCAPILJABAR 

E. Benturan kepentingan, atau conflict of interest, adalah situasi di mana seorang 

individu atau kelompok memiliki kepentingan pribadi yang dapat 

mempengaruhi atau merusak objektivitas mereka dalam menjalankan tugas 

atau kewajiban profesional. Pengaduan Benturan Kepentingan: Email 

dukcapil@jabarprov.go.id . Google Formulir https://s.id/PBKDUKCAPILJABAR 

F. Pengaduan masyarakat melalui Aplikasi SIDATUK (Sistem Informasi Data 

Kependudukan), memfasilitasi masyarakat menyampaikan pengaduan data 

kependudukan secara cepat, tepat, dan transparan, dengan dokumen 

pendukung yang diteruskan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai domisili 

pelapor untuk diverifikasi dan diperbaiki. Pangaduan SIDATUK : 

https://sidatukdukcapil.jabarprov.go.id 

G. SP4N LAPOR! adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Ini adalah 

platform yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan 

pengaduan terkait layanan publik di Indonesia secara online. Melalui SP4N 

LAPOR!, pengaduan akan diteruskan ke instansi pemerintah terkait untuk 

ditindaklanjuti Pengaduan SP4N LAPOR : www.LAPOR.go.id 

H. Pengaduan juga dapat langsung dilaporkan melalui Komisi Pemberantasan 

Korupsi (https://kws.kpk.go.id/)   
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